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BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peran Kawedanan Panitikisma
telah mengalami perubahan mendasar dari yang awalnya bersumber pada
kawenangan Sultan dan peraturan Rijksblad tahun 1916 menjadi hukum positif
negara, Khususnya sejak berlakunya UU Nomor 13 Tahun 2012 yang
menetapkan Kasultanan sebagai Badan Hukum yang sah. Pengaturan ini
mengubah Panitikisma dari lembaga Kraton menjadi lembaga administratif
modern dengan peran utama: sebagai Administrator Tunggal Tanah Kasultanan
yang mengurus pendaftaran Tanah Kasultanan ke BPN, sebagai Verifikator
yang memeriksa keabsahan data dan kesesuaian tata ruang yang menerbitkan
Serat Kekancingan untuk mengubah hubungan masyarakat dengan Keraton
menjadi hubungan hukum yang kontraktual. Dalam pelaksanaannya, meski
menghadapi kendala seperti klaim tanah warisan dan tumpang tindih alas hak
lama, Panitikisma mengutamakan pendekatan persuasif dengan mengajak
masyarakat mengurus Serat Kekancingan sesuai Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017, bukan melalui penggusuran, demi

menciptakan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.
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B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis menyarankan agar Kawedanan
Panitikisma bersama Pemerintah Daerah DIY segera mengakselerasi sosialisasi
hukum guna meluruskan pemahaman masyarakat bahwa Serat Kekancingan
merupakan bentuk perlindungan hak, bukan pencabutan hak. Upaya ini perlu
didukung dengan penguatan basis data pertanahan melalui integrasi digital
penuh antara data internal Panitikisma (Legger/Peta Desa), Dinas Pertanahan
dan Tata Ruang, serta BPN untuk mencegah tumpang tindih klaim kepemilikan.
Selain itu, optimalisasi sinergi lintas sektoral perlu ditingkatkan melalui
pembentukan gugus tugas khusus yang melibatkan unsur Keraton, Pemda, dan
BPN guna mempercepat penyelesaian sengketa agraria menahun melalui jalur

mediasi yang efektif.
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